Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SELAKU PENGGUNA BARANG
NOMOR 134 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG
PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT PENGGUNA

BARANG TAHUN ANGGARAN 2019

DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa sehubungan dengan pengangkatan Calon Pegawai

Negeri Sipil per 31 Januari 2019, sehingga diperlukan
penyempurnaan terhadap susunan Pengurus/Penyimpanan
Barang Milik Negara Kuasa Pengguna Barang Tahun
Anggaran 2019 di Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang
Perubahan atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2019
tentang Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat
Pengguna Barang di Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun
2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden 106 Tahun Tahun 2007 tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

6. Peraturan  Kepala Lembaga  Kebijakan  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG
PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT
PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2019 DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
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KESATU : Lampiran dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2019

tentang Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Tingkat

Pengguna

Barang di Lembaga

Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT
PENGGUNA BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

No Nama Honorarium
(Rp)
1. | Ari Sulindra 400.000
2. | Intan Dana Lestari 400.000
3. | Mia Diana Putri 400.000
-+ Gunawan Fredyasto 400.000
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 29 Maret 2019
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN

PEMERINTAH

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Utama LKPP;

. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;

2
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V;
4

. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

BARANG/JASA
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